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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Fariz Hilmanshani 

NIM  : 201810110311356 

Judul Skripsi : Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict 

Liability) Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus 

Kebakaran Hutan PT. BMH Tahun 2014-2015 (Studi 

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dan Putusan 

Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG) 

 

Dosen Pembimbing I : Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.Hum 

Dosen Pembimbing II: Isdian Anggraeny, S.H, M.Kn 

Salah satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi antara 

tahun 2014 hingga 2015 adalah kasus kebakaran di wilayah lahan konsesi 

PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Sumatera Selatan. Terhadap kasus kebakaran tersebut, KLHK kemudian 

menggugat PT. BMH untuk mengganti kerugian lingkungan sebesar Rp 

2,7 triliun dan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 

5,2 triliun. Namun Majelis Hakim pada tingkat pertama memutus 

menolak seluruh gugatan KLHK dan menyatakan PT. BMH tidak 

terbukti bersalah.  Sementara pada tahun 2016 putusan Pengadilan Tinggi 

Palembang kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Palembang tanggal 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata 

KLHK terhadap PT. BMH tersebut. Sehingga, penelitian ini akan 

membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri (Putusan Nomor 

24/Pdt.G/2015/PN.Plg) dalam memutus kasus kebakaran hutan yang 

diajukan KLHK terhadap PT BMH, serta membahas pertimbangan hakim 

pengadilan tinggi (Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG) dalam 

menerapkan asas strict liability sehingga dapat merubah putusan 

pengadilan negeri. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah 

menggunakan tipe penelitian normatif, dengan menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dalam 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama, Majelis Hakim pada 

tingkat pertama dalam pertimbangannya mengesampingkan prinsip 

pertanggungjawaban mutlak/strict liability dan langsung menelaah 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui ketentuan Pasal 183 Rbg 

dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga pembuktian dibebankan terlebih 

dahulu kepada Penggugat, baru kemudian dibebankan kepada pihak 

Tergugat. Kedua, penerapan asas strict liability pada tingkat banding 

dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang 

berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan 

Penggugat/Pembanding ini adalah bahwa areal yang dikuasai Tergugat 

telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan 

dengan demikian Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan 

Hukum”, yang menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
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Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan kerugian. 

Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Perbuatan Melawan Hukum, Strict 

Liability  
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ABSTRACT 

Nama   : Fariz Hilmanshani 

NIM  : 201810110311356 

Judul Skripsi : Application of the Principle of Strict Liability Article 88 

of Law No. 32 of 2009 in the Forest Fire Case of PT BMH 

in 2014-2015 (Study of Decision Number 

24/Pdt.G/2015/PN.Plg and Decision Number 

51/PDT/2016/PT.PLG)) 

 

Dosen Pembimbing I : Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.Hum 

Dosen Pembimbing II: Isdian Anggraeny, S.H, M.Kn 

 

Seeing the illicit circulation of narcotics which is increasingly widespread 

to almost all levels of society, the government makes new regulations 

contained in Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. Narcotics and illegal 

drug crimes are transnational in nature, in which their distribution has taken 

advantage of developments in information technology and tackling these 

crimes in order to improve the morality and quality of human resources in 

Indonesia, especially for the nation's next generation. Efforts in terms of 

prevention for the sake of reducing criminal acts that occur in Indonesia 

must continue to be carried out so that narcotics crimes do not develop and 

the modes used by narcotics perpetrators do not continue to be used. In order 

to prevent the abuse and illicit trafficking of narcotics, the police have made 

various efforts to overcome this problem. However, the mode used by 

traffickers is always evolving, and the most frequently used mode is using 

a mine system. This study will discuss two related problem formulations, 

namely how are the efforts of the resort police in Malang city in tackling the 

illicit traffic of narcotics using the mine system mode and what are the 

obstacles faced by the resort police in Malang city in tackling the illicit 

traffic of narcotics using the mine system mode. The aim is to find out and 

examine how the efforts of the Malang city resort police in tackling the illicit 

traffic of narcotics using the mine system mode and to find out and examine 

what obstacles are faced by the Malang city resort police in tackling the sale 

and purchase transactions of narcotics using the mine system mode. This 

study uses an empirical juridical method with an approach, namely joint 

interviews with the Police located at the Malang City Resort Police. 

 

Keywords: Forest Fire, Wrongful Act, Strict Liability 
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